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PEHERINTAH KABUPATEN PE'I'TR'ELATAN
DINAS PENIDII}IKAN I}AN KEBUI}AYAAN

[. H. Agus Salim - Painan Telp (0756) 2t602

suntrT PERJIilITtrN pEIuBERrnil BI$rTUtrrr
DANtr trLOKIlSI ITHUSUS r.ISHI

BIDtrNG PETDIDIIil$T rll. 2O2O

IGEIATAII:

PEMBANGUNAN/REHABILITASI GEDUNG DAN PENGADAAN

SARANA PRASARANA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (DAK REGUTER 2O2O)

Antara

PEITERIilIAH IIIERAH HBUPAIETI PE$SIR SEI.ATA}I

dengan

IEPAI.A SEIOI,AH Silil I SIIITRA

Nomor

Tanggal

: OUil/SARPRAS/DAK.PSMP/SIIIIK/DPK-PS I 2O2O

: O2APRIL2O2O

m tzi ni lhmis tanggal Duabulan Apriltahun Dua rtbu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

Hrif :

Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia C4. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

sdanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

L t{arna

L Jabatan

3- Alamat

1. Nama

L Jabatan

3. Alamat

: ELIDARTI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

: Drc. ABD AZIZ.&M.Pd

: Kepala UPT SMPN l Sutera

: Il. Sei Sirah Surantih

Ethdak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

8E]'J4300IBKPSDM-2O17 Tanggal 7 Agustus 2017 yang selanjutnya disebut P1HAKKEDUA,

PIHAf, PERTAMA dan PIHAK KEDUA secrra bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

-penuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

) Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan sefta meniamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskiminasi;



Nunor SPPB
Tanggal

: 0UV /S ARP RAS/D AKP SMP /SINr,/D P K-P 5/2020
: AA?ril2020

Pasal 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap stuan pendidikan formal

dan non formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisi( kecerdasan inteleKual, sosial,

ernosional, dan kejiwaan peserta didik;

Pasal 216 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjaditanggungjawab bersama antara Pemerintah,

Pemerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

anggEran pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

t{egara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bdnra kegiatan peningkatan prasarana pendidilon merupakan salah satu prioritas pembangunan

ncirnal, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

mdakukan tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan akses bagi masyarakat terhadap

penditlikan yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 42 tentang Standar Nasional pendidikan

sebagaimana telah beberapa loli diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun

2015 yang mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan mutu

pendidikan;

Bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Entang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

peningkatan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah secara swakelola

yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integra! manajemen

berbasis sekolah;

Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

Tanggal 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

Bahwa untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.1.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi

Gedung dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (DAK Reguler 2020);

Itsngan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian Pemberian

ffinn Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

&r slamt+yarat seperti dalam pasal-pasal di bawah ini :

3.

5.

6.

fu Pc?j@lji@, Pemberian Bontuan



Nunor SPPB
Tanggal

: 01fi V/SARPRAS/D AKP SMP/fiNK/DPK-P 52020
: 02April2020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

RrFfan ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudl€n

trlt* mendanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

Rtfna dengan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

pentrilon. Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

Grrk serE bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

Rrilfran Pemberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

ruydesaikan pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SIIPN I Sutera yang

1. Rehabilitasi Ruang Kelas,

Pasal 3

Jangka Waktu Pelaksanaan

L larpka waktu pelaksanaan sebagaimana dimakud dalam Pasa! 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

rekening PIHAK KEDUA.

2. PIHAK KEDUA akan mulai melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 2 paling

hmbat 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

3. Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 pating lambat pada tanggal 30 Desember

2020.

Pasal 4

Pri nsip- Pri nsi p Pekerjaan

Prirsip-prinsip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

1. Pelaksanaan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

Z Penerapan asas efektiflrtas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas,

3. Pengutamaan paftisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

{. Optimalisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasillon,

fu Perj@ljian Pemberian Bantuan
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Tanggal

: A7/IV/S ARPR A S/D AKP S M P /SVW./D PK-P SPAl
:02Apri12020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban Para Pihak

L PI}IX( PERTAMA:

a) Ilenyalurkan dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang Pendidikan

rndalui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waktu pelaksanaan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

b) Bertarggung jawab terhadap pelaksanaan program DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat

l(*upaten.

c) l,Enberikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Endklikan.

d) i,ldaksanakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang Pendidikan.

Z PIHAK KEDUA :

a) Bertanggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK secara fisik dan keuangan di tingkat

satuan pendidikan (Sekolah).

b) f4ernbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditingkat Satuan Pendidikan (Sekolah).

c) t'ldaporkan keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK

PERTAMA.

O ilencatat dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang Pendidikan kepada PIHAK

PERTAMA.

Pasal 6

Pelaksanaan Pekerjaan

Banaan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal 3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

a. PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat

sebagai bagian integral manajemen berbasis sekolah,

h PIHAK KEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan petunjuk Teknis

dan Petunjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan sefta peraturan perundang-undangan yang terkait,

c PIIIAK KEDUA membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan/kemajuan pekefiaan

hpada PIHAK PERTAMA,

d" PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumentasi pekerjaan,

hporan kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana,

e. PIIIAK KEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas sefta

pdaporan keuangan dari hasil pekerjaan,

f. PIHAK KEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorkan pajak-pajak yang terkait dengan

pdaksanaan pekerjaan serta menyimpan buKi-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan,

Ya Peianjidn Pembeian Bantuan
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Tanggal

: 0U V/S ARP RA S/D AKP SMP frNY,/D p K-P SPU20
: A)April2020

gr DDff IEDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang

Omdan dalam Berih Acara Serah Terima Pekerjaan,

L lllllf XEDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

Irpgran 2020,

i. ?lllA[ XEDUA beftanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

Eddi*an Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

a. Ihr pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAIT{A dibantu oleh tenaga

ffipng merupakan unsur individu yang ahlidibidangnya,

L EIf PERIAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

tsntzt pelaksanaannya,

Pasal 8

Jumlah Dana Bantuan

L tX F$k Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK

EIA sebesar Rp. 335.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

ffirt:
a) Refiabilitasiruangkelas = Rp.335.000.000,-

2. fE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunalon untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam

ht2.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Epahran penyaluran dana sebagaimana dimakud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

L Tilap I : 25o/o (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola setelah perjanjian ini

ffitdatangani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

2 Talnp ll : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

rrencapai bobot 20olo (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

pderjaan,

3. Tilap III : 30o/o fl'iga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

rumpai bobot 650/0 (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

Enajuan pekerjaan.

- 
furnj ia, Pemberian Bantaq,



Nunor SPPB
Tmqgal

: 07/|V/SARPMS/D AKP SMP,/SWTJDPK-P Snt20
:02April202A

h @yaran disalurkan/bansfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

kma Rekening :

kE Rekening : O4{X!.O21O.26923-O

Iana Bank : Bank l{agari Cabang Painan

Pasal 1O

Fore Majeure

m Haieure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

Cffin sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

t& epidemi( peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuha n.

fpbfla terjadi force majeure rnaka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

tEfAHA secara tertulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

Eridinya force majeure dengan dilengkapi buktitertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

tna*a PIHAK PERTAII|A akan melakulon evaluasi dan lojian untuk mengambil keputusan, menyetujui

&u menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

AFttala permohonan tertulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

dahrka n perubaha n perja nJia n seda ng kan perjanjia n awa I dinyata kan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L lpabila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana malo dapat

d(lunakan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L lika sisa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

L PIHTIK KEDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan / kemajuan

pekerjian ki-;.pada PIHAK PERTAUA.

L PIHAK KEDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERIAMA dokumentasi kegiatan

beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

fr Perja4i iotl Pemberian BanMt



NomorSPPB
Tanggal

: 0UV/SARPRAS/D AKPSMPFTW/DPGPS/Z020
:02April2020

a LWir perhnggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

lElAlllA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

1rhrtsan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Brkti pertanggungiawaban keuangan sepefti : kwitansi/ faktur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) hddi setoran pajalq

d| eddi teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L fpbila dalam pelaksanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

rehntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

soara sepihak dapat mem utuskan/menghentikan pekerjaan tersebut.

I Enuhrsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

mcEembalilon seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

krhran perundang-undangan.

Pasal 14

PENUTUP

E*hn Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

lrqgd tersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

ffireicukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Kepala UPT SMPN l Sutera

Painan, tangga! tersebut di atas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

#*ffi
s(ffiI*):

U Perja4iian Pemberion Banttnn


